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ABSTRAK :  Uuntuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana 

Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok menyusun 

Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 Dalam Kondisi 

Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 A ayat (1) dan ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetepan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi 

Undang-Undang, Pemungutan suara serentak yang ditunda 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada 

bulan Desember 2020, dengan menerapkan protokol 

kesehatan dalam setiap pelaksanaan tahapan pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota. 

   

  Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota 

Depok ini adalah : 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah 

Tingkat II Cilegon, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang  



sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 

Undang-Undang menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, 

dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 980); Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827); Peraturan 

Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana 

Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata 

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, 



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Komisi Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 

2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, 

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati danlatau Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Peraturan Komisi 

Pemilihan umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak 

Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Viruts 

Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, danf 

atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam 

Kondisi Bencana Nonalam Corona Viruts Disease 2019 

(COVID-19). 

   

  Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 174/HK.03.1-

Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 diatur tentang: 

Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 Dalam Kondisi 

Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), 1. 

Menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta 

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 

Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19), 2. Menetapkan Bentuk dan Jenis Formulir untuk 

keperluan dana kampanye yang terdiri atas: a. Laporan Awal 

Dana Kampanye Peserta Pemilihan; b. Laporan Penerimaan 

Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilihan; c, Laporan 

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta 

Pemilihan; d. Berita Acara dan Tanda Terima Untuk Keperluan 



Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye; e. 

Laporan Hasil Pekerjaan Audit Dana Kampanye; dan f. 

Laporan Asurans Independen Dana Kampanye, 3. Bentuk dan 

jenis formulir. 

   

Catatan :  - Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal 

ditetapkan tanggal 23 September 2020. 

- Lampiran 168 (seratus enam puluh delapan) halaman. 

 


